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ABSTRAK : - Bahwa ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana

CATATAN :

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara pelaksanaan anggaran transfer ke daerah diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pengelolaan Dana Desa;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN
No. 4916), UU No. 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No.6757), PP 35 Tahun
2023 (LN Tahun 2023 No. 85, TLN No.6881), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.
103, TLN No.5432) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun
2018 No. 229, TLN No.6267), PP 37 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 100, TLN No.6883),
Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu Rl 118/PMK.01/2021 (BN
Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 135 Tahun
2023 (BN Tahun 2023 No. 977), Permenkeu RI 62 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 472).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara
yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam
rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah. Ruang lingkup pengelolaan Dana Desa meliputi penganggaran, pengalokasian,
penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, penggunaan,
pemantauan dan evaluasi, dan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana
Desa. KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana Desa kepada Pemimpin PPA BUN
Pengelola TKD. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan
rincian Dana Desa setiap Desa, dilakukan secara sekaligus atau bertahap. KPA BUN
Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun RKA
Satker BUN Dana Desa berdasarkan alokasi Dana Desa yang tercantum dalam
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Tahapan dan persyaratan penyaluran
Dana Desa yang ditentukan penggunaannya diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan tersendiri. Penggunaan Dana Desa yang dihitung diprioritaskan untuk
mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas
Desa.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201/PMK.07 /2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 98/PMK.07 /2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023 dan diundangkan
pada tanggal 28 Desember 2023.

Lampiran 40-56.



